
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1000, 2018 KEMENHUB. Pelimpahan Sebagian Wewenang 

dan Tanggung Jawab Pengelolaan BMN. 

Pencabutan.  
 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 71 TAHUN 2018 

TENTANG 

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB 

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA  

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah dan ketentuan Pasal 79 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 

2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang 

Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan, 

perlu diatur ketentuan mengenai pelimpahan sebagian 

wewenang Menteri Perhubungan untuk Pengelolaan 

Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perhubungan tentang Pelimpahan Sebagian 

Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang 

Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang 

Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 588);  

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Serah Terima 

Operasional Hasil Pekerjaan di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1917); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik 

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1977) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 791); 
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9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 

tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab 

Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

20); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.06/2015 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, 

Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan 

Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia 

di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 2069); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik 

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 540); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan 

Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan 

Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1018); 

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat 

atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 814); 

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 

2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang 

Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
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837); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNG 

JAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian 

Perhubungan yang selanjutnya disingkat BMN adalah 

semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau 

berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

2. Pengguna Barang adalah Menteri Perhubungan yang 

bertindak sebagai pemegang kewenangan penggunaan 

Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian 

Perhubungan. 

3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang, dalam 

mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang 

bersangkutan. 

4. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik 

negara dari daftar barang dengan menerbitkan surat 

keputusan dari pejabat yang berwenang untuk 

membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna 

Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab 

administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam 

penguasaannya. 

5. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik 

dan/atau kegunaan Barang Milik Negara. 
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6. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak 

dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja, dalam 

bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, 

dan/atau bangun serah guna/bangun guna serah 

dengan tidak mengubah status kepemilikan. 

7. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN 

sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara 

dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan 

sebagai penyertaan modal negara. 

8. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang 

Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu 

dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan 

pajak dan sumber pembiayaan lainnya. 

9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I adalah Direktur Jenderal 

dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian 

Perhubungan. 

10. Kepala Kantor adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis 

(UPT)/Kepala Satuan Kerja (Satker) di lingkungan 

Kementerian Perhubungan. 

11. Nilai Perolehan adalah nilai yang tercatat dalam daftar 

barang pengguna/kuasa pengguna atau laporan barang 

pengguna/kuasa pengguna. 

12. Menteri adalah Menteri Perhubungan. 

 

BAB II 

PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB 

 

Pasal 2   

(1) Menteri selaku Pengguna Barang melimpahkan sebagian 

wewenang dan tanggung jawab pengelolaan BMN kepada 

pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Perhubungan 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.   

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  

a. Sekretaris Jenderal; 

b. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan 
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Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal 

Kementerian; 

c. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal; 

d. Sekretaris Direktorat Jenderal pada Kementerian;  

e. Sekretaris Inspektorat Jenderal pada Kementerian; 

f. Sekretaris Badan pada Kementerian; dan 

g. Kepala Kantor. 

 

Pasal 3 

(1) Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab 

pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

mencakup kegiatan: 

a. penggunaan;  

b. pemanfaatan;  

c. pemindahtanganan;  

d. pemusnahan; dan 

e. penghapusan.   

(2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 

dan atas nama Menteri menandatangani Keputusan 

Menteri tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(3) Penandatanganan Keputusan Menteri sebagaimana 

dimaksud ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b 

sampai dengan huruf f. 

(4) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

sesuai dengan hierarki unit organisasi berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 

tugas dan fungsi. 

 

Pasal 4 

Format Keputusan dan alur proses atas pengelolaan BMN 

mengikuti bentuk dan format tercantum dalam Lampiran II 

Huruf A dan Lampiran II Huruf B yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 5 

Selain pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab 

pengelolaan BMN pada kegiatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1), Pengguna Barang mendelegasikan 

kewenangan penandatanganan Keputusan Menteri mengenai 

penetapan Kuasa Pengguna Barang tercantum dalam 

Lampiran I Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 6 

Menteri melimpahkan sebagian wewenang kepada Kepala 

Kantor Perwakilan Kementerian Perhubungan Republik 

Indonesia di Luar Negeri untuk melaksanakan Penggunaan, 

Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang 

Milik Negara yang berada di Luar Negeri sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB III 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 7 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan 

untuk Barang Milik Negara (BMN) berupa Rumah Negara, 

yang terdiri atas: 

a. pengalihan status penggunaan BMN berupa Rumah 

Negara Golongan II kepada Pengguna Barang Rumah 

Negara Golongan III (Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat); dan 

b. pemindahtanganan BMN dalam bentuk penjualan BMN 

berupa Rumah Negara Golongan III kepada penghuninya. 

 

Pasal 8 

Dasar nilai yang digunakan dalam kewenangan pengelolaan 

BMN dalam Peraturan Menteri ini yaitu nilai perolehan, 

kecuali untuk kondisi berikut ini: 

a. apabila BMN diperoleh dengan tanpa diketahui nilainya, 

maka nilai yang digunakan adalah sebesar nilai wajar 
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pada saat BMN tersebut diperoleh; 

b. apabila terhadap BMN telah dilaksanakan penilaian 

kembali (revaluasi) berdasarkan ketentuan pemerintah 

yang berlaku secara nasional, nilai yang digunakan yaitu 

nilai berdasarkan hasil penilaian kembali; dan/atau 

c. apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan awal 

suatu BMN yang memperpanjang masa manfaat atau 

yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di 

masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu 

produksi, atau peningkatan standar kinerja maka nilai 

yang digunakan adalah: 

1. nilai perolehan ditambah kapitalisasi biaya; 

2. nilai wajar pada saat BMN tersebut diperoleh 

ditambah kapitalisasi biaya bila BMN diperoleh 

dengan tanpa nilai; atau 

3. nilai hasil penilaian kembali ditambah kapitalisasi 

biaya bila terhadap BMN telah dilaksanakan 

penilaian kembali berdasarkan ketentuan. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

  

Pasal 9 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2016 tentang 

Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Perhubungan Dalam 

Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan 

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1614), dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

 

Pasal 10 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

  

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 26 Juli 2018527 Oktober 

2016XXXXXXXXX 

MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

BUDI KARYA SUMADI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 31 Juli 2018 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

  ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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